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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Persepsi Wajib 
Pajak Orang Pribadi Usahawan Atas Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Sanksi 
Pajak. Dimana penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan alat uji 
menggunakan program Aplikasi Statistical Package for the Social Science (SPSS) V 22. Sampel 
yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdapat di KPP Pratama 
Ilir Barat Palembang sebanyak 100 WPOP Usahawan. Penentuan sampel menggunakan metode 
probability sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan 
data mengguakan kuesioner. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
logistik. Dari hasil uji analisis regresi logistik didapat bahwa persepsi WPOP Usahawan 
memiliki pengaruh terhadap sanksi pajak. Hipotesis diterima karena nilai p 0,000 yang lebih 
kecil dari 0,05. 
 
Kata kunci : Sanksi Pajak,  Self Assessment System, Kepatuhan Wajib Pajak. 
 
 
Abstract 
This study aims to determine how much the influence of the taxpayer of individual 
enterpreneur perception for the use of self assessment system against tax penalties. Where this 
research using quantitative analysis techniques using test equipment Application Program 
Statistical Package for the Social Science (SPSS) V 22. The sample is taxpayer of individual 
enterpreneur contained at KPP Pratama Ilir Westeen of Palembang s many as 100 WPOP 
Entrepreneurs. The samples using probability sampling methods. The type of data used are 
primary data with data collection using questionnaires. The method of analysis in this research 
is regression logistic. From the test results logistic regression analysis found that wpop 
perception against entrepreneurs have a influence taxes sanctions because accepted hypothesis 
p-value of 0.000 which is smaller than 0.05. 
 
Keyword : Tax Penalties, Self Assessment System, Tax Compliance . 
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1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Salah satu negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan, baik 
pembangunan manusia maupun pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik adalah 
Indonesia. Demi kemajuan dan kemakmuran bangsa, sejalan dengan hal tersebut dibutuhkan 
anggaran tidak sedikit untuk membiayai pembangunan yang dikendalikan langsung oleh 
pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peranan penting dalam menghadirkan 
sumber-sumber pendapatan negara demi kelangsungan pembangunan dan roda ekonomi 
masyarakat. Salah satu sumber pendapatan  negara yang sangat besar dan krusial adalah 
pajak. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak sangat penting dan perlu mendapat 
pengelolaan yang baik, hal ini tidak lepas dari kesadaran Wajib Pajak (masyarakat) untuk 
membayar pajak. 
Sejak tahun 1983, sistem pemungutan pajak di indonesia menganut self assessment 
system menggantikan sistem pemungutan pajak yang semula yaitu official assessment 
system. Dimana dalam official assessment system wewenang untuk menentukan besarnya 
pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pajak. Wajib Pajak 
bersifat pasif, jadi fiskuslah yang lebih aktif mencari Wajib Pajak dan menentukan berapa 
jumlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan dalam self assessment system Wajib Pajak 
diberi kepercayaan untuk menentukan, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 
jumlah pajak yang harus dibayar. Penerapan sistem ini bukan berarti wajib pajak diberi 
kebebasan penuh untuk memenuhi kewajiban pajak semaunya, sebab di dalam Undang-
undang telah diatur mekanisme kontrol serta sanksi-sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak 
memenuhi kewajiban kontribusi besar terhadap penerimaan kas Negara, oleh karena itu perlu 
dioptimalkan penerimaannya. 
Dalam menjalankan Self Assessment System, masih terdapat banyak kendala. Salah 
satunya adalah karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya, sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak. 
 Sementara itu, fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak umumnya 
tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti masih 
adanya potensi Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya Wajib Pajak yang tidak 
menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak 
yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan konspirasi dengan petugas pajak. 
Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, 
maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi 
kriteria untuk diperiksa. Sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur 
Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak 
dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan“. 
Menurut Ilyas dan Burton (2012), Pemberian kepercayaan penuh melalui 
pelaksanaan sistem self assessment kepada wajib pajak seakan memberi ruang amat besar 
dan sangat memungkinkan kalau data dan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor 
pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kalaupun itu terjadi harus diakui bahwa 
hal itu merupakan konsekuensi logis dari sistem yang diberlakukan. Sanksi pajak sangat 
penting untuk Wajib Pajak agar mendapatan efek jerah dan tidak melakukan pelanggaran 
perpajakan lagi. 
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Menurut penelitian terdahulu Mawardi (2011) hasil dari penelitiannya 
menunjukkan bahwa  prinsip  keadilan dalam  pemungutan  pajak  berkaitan  signifikan  
dengan sanksi . Artinya semakin baik pelaksanaan prinsip  keadilan  dalam  pemungutan  
pajak  untuk  Wajib  Pajak  orang  pribadi maka  akan  membuat  pengenaan sanksi  pajak  
semakin  berkurang. Demikian pula   sebaliknya,   semakin   buruk   pelaksanaan   prinsip   
keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi akan membuat 
pengenaan sanksi  pajak  semakin  bertambah  dan  semakin  banyak  Wajib  Pajak  yang 
melanggar ataupun melakukan penyulundupan pajak ( tax evasion). 
Berdasarkan fenomena dan penelitian sebelumnya penulis tertarik melakukan 
penelitian  dengan judul “ Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan 
Atas Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Sanksi  Pajak”. 
 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Apakah persepsi wajib pajak orang pribadi usahawan atas pelaksanaan self assessment 
system berpengaruh terhadap sanksi pajak pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang?  
 
1.3 Tujuan Penelitian 
  Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi usahawan 
atas pelaksanaan self assessment system terhadap sanksi pajak pada KPP Pratama Ilir Barat 
Palembang. 
 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1  Teori Kepatuhan 
Menurut  Jatmiko (2006)  kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. 
Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Dalam hubungannya dengan 
kepatuhan perpajakan, pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak 
dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. 
Kepatuhan wajib pajak menurut Nasucha yang dikutip oleh Rahayu (2010, h.139), 
menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari , kepatuhan wajib pajak 
dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali SPT, kepatuhan dalam 
penghitungan dan pembayaran pajak terhutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 
 
2.2  Pajak 
Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan. Pajak adalah  kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 
 
2.3  Fungsi pajak 
Menurut Mardiasmo (2008, h.1) terdapat dua fungsi pajak yang terdiri dari: 
1. Fungsi budgeter (Sumber keuangan negara) 
Pajak Sebagai sumebr dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran lainnya. 
2. Fungsi regulerend (Mengatur) 
Fungsi regulerend digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijaksanaan negara baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial maupun budaya. 
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Sehubungan dengan fungsi mengatur, pajak digunakan untuk dapat mendorong dan 
mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan 
pemerintah. Contohnya, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras agar 
mengurangi konsumsi minuman keras. 
2.4  Wajib Pajak Pengusaha Tertentu 
 Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak oaring pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai satu atau lebih 
tempat usaha. Pedagang pengecer adalah orang pribadi yang melakukan penjualan baik 
secara grosir maupun eceran dan penyerahan jasa. 
  
2.5 Sistem Pemungutan Pajak 
1. Official Assessment system 
Official Assessment system adalah sistem pemungutan pajak ini memberikan weenang 
kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib 
pajak. Ciri sistem ini adalah pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak, wajib pajak 
bersifat pasif,hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang 
terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak. 
2. Self Assessment System 
Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang 
kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak yang 
terhutang seharusnya dibayar. Ciri sistem ini adalah pajak terhutang dihitung sendiri oleh 
wajib pajak, wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak 
terhutangnya dan pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat. 
3. With holding tax system 
With holding tax system adalah sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang 
kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang 
terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak selain pemerintah dan wajib 
pajak. 
 
2.6 Sanksi Pajak 
 Menurut Mardiasmo (2011, h.59) Sanksi merupakan suatu tindakan yang berupa 
hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar suatu peraturan. Sanksi 
diperlukan agar peraturan atau perundang-undangan tidak dilanggar, melainkan dituruti, 
ditaati dan dipatuhi. Dalam Undang-Undang  Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum 
dan tata cara perpajakan disebutkan ada dua macam sanksi yaitu: 
1. Sanksi Administrasi 
a. Sanksi Administrasi Berupa Denda 
Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam undang-
undang perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah 
tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah 
tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi 
pidana. 
b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga 
Sanksi ini bisa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi 
lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarakan persentase tertentu dari suatu 
jumlah, muali dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat 
diterima dibayar. 
c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan 
Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak . Hal ini karena bila 
dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat 
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ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihiung dengan angka persentse 
tertentu dari jumlah pajak yang tidak kuarang dibayar. 
2. Sanksi Pidana 
a. Pidana Kurunan 
Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. 
Batas maksimum hukuman kurungan ialah satu tahun, pekerjaan yang harus 
dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain 
di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri 
dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada 
dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti 
hukuman denda. 
b. Pidana Penjara 
c. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tidak pidana yang dilakukan dengan sengaja. 
Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh 
tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di 
gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi 
atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat 
sampai dengan yang teringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.  
 
2.7 Kerangka Penelitian 
Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka 
kerangka penelitian dapat digambarkan pada gambar berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 
 
2.8 Hipotesis 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini 
adalah : 
Ha:  Persepsi wajib pajak orang pribadi usahawan atas pelaksanaan self assessment 
system berpengaruh terhadap sanksi pajak. 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kuantitatif dimana metode ini mempunyai keunggulan dari sisi efisiensi. Metode 
ini bekerja menggunakan sampel untuk memecahkan masalah yakni melihat perbandingan, 
mengetahui hubungan, melihat kecendrngan, melakukan pengelompokan maupun 
penyederhanaan variabel. (Sugiyono,2014, h.7). 
 
3.2 Teknik Pengambilan Sampel  
Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang 
tergolong dalam pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. 
Persepsi Wajib Pajak 
Orang Pribadi 
usahawan(dalam self 
assessment system asses) 
(X1) 
 
Sanksi Pajak 
(Y) 
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Dalam menentukan ukuran sampel penelitian, penulis  melakukan perhitungan sampel 
dengan menggunakan rumus slovin. Dalam penelitian ini tipe sampling yang digunakan yaitu 
Probability sampling yaitu pengambilan sampel dengan memberikan peluang yang sama 
bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.  
 
3.3 Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data 
sekunder. Di mana data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Data primer 
yang diperoleh langsung dari responden. Data primer yang digunakan berupa kuesioner yang 
diberikan kepada responden sedangkan data sekunder berupa karangan ilmiah seperti jurnal, 
buku-buku, serta dokument pemerintah berupa jumlah wajib pajak di KPP Pratama Ilir Barat 
Palembang. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data  
 Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan kuesioner atau angket yang berupa pertanyaan yang disusun dalam bentuk 
kalimat tanya yang diberikan kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi usahawan. 
 
3.5 Teknik Analisis Data 
Pengujian hipotesis yang  dilakukan dengan menggunakan regresi logistik, analisis 
logistik digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang mencerminkan dua pilihan atau 
sering disebut binary logistic regression (Ghozali, 2013) selanjutnya data dianalisis dengan 
menggunakan program SPSS versi 22.0. 
3.5.1 Uji Kelayakan Data 
3.5.1.1 Uji Validitas 
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen alat ukur 
telah menjalankan fungsi ukurannya. Validitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesaihan sesuatu instrument. Suatu 
instrumen yang valid atau sahih mempunyai validasi tinggi. Sebaliknya, instrumen 
yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah Arikunto (2010, h. 211). Untuk 
mengukur valid atau tidaknya kuisioner dengan melihat Pearson Correlation. Jika 
korelasi antara skor masing-masing item pertanyaan terhadap skor total signifikan 
(p<0,05) maka pertanyaan tersebut dapat dikatakan “Valid” dan sebaliknya. 
 
3.5.1.2 Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrument 
cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 
instrument tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius 
mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. 
 Hasil dari pengukuran dapat dipercaya apabila digunakan dalam beberapa 
kali pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relative 
sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek tidak berubah. Untuk mengetahui 
reliabel atau tidaknya 50 suatu variabel maka dilakukan uji statistic dengan cara 
melihat Cronbach Alpha(α).  Kriteria yang digunakan adalah suatu konstruk atau 
variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. 
 
3.5.2 Uji Analisis Regresi 
Pengujian hipotesis yang akan dilakukan dengan menggunakan regresi 
logistik, analisis logit digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang 
mencerminkan dua pilihan atau sering disebut binary logistic regression (Ghozali, 
2013). Model ini dipilih dengan alasan bahwa data yang digunakan dalam 
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penelitian ini bersifat non metric dua kategori pada variabel dependen, sedangkan 
variabel independen dengan variabel data kontinyu (metric) dan kategorial (non 
metric). Campuran skala pada variabel bebas tersebut menyebabkan asumsi 
multivariate normal distribution tidak dapat dipenuhi karena variabel bebas 
merupakan campuran antara variabel kontinyu dan kategorial. Dalam hal ini dapat 
dianalisis dengan regresi logistik karena tidak perlu asumsi normalitas data pada 
variabel bebasnya. Jadi regresi logistik umumnya dipakai jika asumsi multivariate 
normal distribution tidak dapat dipenuhi (Ghozali, 2013). Rumus analisis regresi 
logistik sebagai berikut: 
  𝐿𝑛
p
1−p
 = β0 + β1X+e 
 
Dimana : 
𝐿𝑛
p
1−p
  = Variabel dummy yang menggambarkan Wajib Pajak yang melanggar         
(nilai 0) dan yang tidak melanggar (nilai 1)  
β1   = Koefisien regresi 
e    = eror 
Selanjutnya, berdasarkan hasil output SPSS yang diperoleh, akan 
dilakukan analisis pengujian model regresi logistik melalui beberapa tahapan. 
Tahapan-tahapan tersebut antara lain : 
1. Menilai Kelayakan Model Regresi (Hosmer and Lemeshow’s Goodness 
of Fit Test) 
Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan hosmer and 
lemeshow’s goodness of fit test. Hosmer and lemeshow’s goodness of fit test 
menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak 
ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit).  
Jika nilai hosmer and lemeshow’s goodness of fit test sama dengan atau kurang 
dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara 
model dengan nilai observasinya sehingga goodness fit model tidak baik karena 
model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik hosmer and 
lemeshow goodness of fit lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat 
ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat 
dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya (Ghozali, 
2006). 
2. Menilai Kelayakan Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 
Langkah pertama adalah menilai overall fit model terhadap data. Beberapa 
test statistik diberikan untuk menilai hal ini. Hipotesis untuk menilai model fit 
adalah (Ghozali, 2006) : 
H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data 
HA : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 
Dari hipotesis ini jelas bahwa kita tidak akan menolak hipotesis nol agar 
model fit dengan data. Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi 
likelihood. Likelihood  L dari model adalah probabilitas bahwa model yang 
dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan 
alternatif, L ditranformasikan menjadi -2LogL. Penurunan likelihood (-2LogL) 
menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang 
dihipotesiskam fit dengan data. 
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3. Koefisien Determinasi (Cox and Snell R Square dan  Nagelkereke R 
Square) 
Koefisien Determinasi (cox and snell R square dan nagelkereke R 
square) merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R square pada 
multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi likelihood dengan 
nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit diinterpretasikan. Untuk 
mendapatkan koefisien determinasi yang dapat diinterpretasikan seperti nilai 
R2 pada multiple regression, maka digunakan nagelkereke R square. 
Nagelkereke’s R square merupakan modifikasi dari koefisien cox and snell 
R square untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Hal 
ini dilakukan dengan cara membagi nilai cox and snell R square dengan nilai 
maksimumnya (Ghozali, 2006). Nilai yang kecil berarti kemampuan 
variabel-variabel independen dalam menejelaskan variasi variabel dependen 
amat terbatas. Nilai yang mendekati suatu berarti variabel-variabel 
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variasi variabel dependen. 
4. Tabel Klasifikasi 
Tabel klasifikasi bertujuan untuk menunjukkan kekuatan prediksi dari model 
regresi untuk memprediksi kemungkinan tejadinya variabel terikat yang 
dinyatakan dalam persen. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 
1. Sejarah Singkat KPP Pratama Ilir Barat Palembang 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang didirikan berdasarkan 
peraturan menteri keuangan nomor 132/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja 
instansi vertikal direktorat jenderal pajak yang diubah menjadi peraturan menteri 
keuangan nomor 67/PMK.01/2008. KPP ilir barat 1 beralamat di jalan tasik, kambang 
Iwak, Palembang 30135, gedung bersatu dengan Kantor Wilayah DJP Sumsel, Kepulauan 
Bangka Belitung dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat memiliki wilayah kerja yaitu enam 
kecamatan di Kota Palembang yaitu Ilir Barat I, Ilir Barat II, Bukit Kecil, dan Gandus. 
 
4.2   Hasil Pembahasan  
4.2.1 Uji Validitas 
 
Tabel 4.1 Hasil Validitas Variabel X 
                      Coefficients
a
 
Pertanya
an 
r hitung r table [Sig(2-
tailed) ] 
Nilai α Kesimpulan 
1 0,861 0,1654 0,000 0,05 Valid 
2 0,650 0,1654 0,000 0,05 Valid 
3 0,769 0,1654 0,000 0,05 Valid 
4 0,816 0,1654 0,000 0,05 Valid 
5 0,677 0,1654 0,000 0,05 Valid 
                 Sumber : Hasil Pengelolahan Data SPSS 22.0, 2015 
 
Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dari hasil uji validitas X dapat dijelaskan bahwa r 
hitung masing-masing item pertanyaan bernilai 0,667 sampai 0,861 sedangkan r tabel 
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diperoleh 0,1654. Hal ini berarti semua nilai r hitung lebih besar dari r tabel, sehingga 
dapat disimpulakn bahwa seluruh pertanyaan pada variabel X tersebut valid.  
 
         Tabel 4.2 Hasil Validitas Variable Y 
          Coefficients
a
 
Pertanya
an 
r hitung r table [Sig(2-
tailed) ] 
Nilai α Kesimpulan 
1 0,936 0,1654 0,000 0,05 Valid 
2 0,737 0,1654 0,000 0,05 Valid 
3 - 0,1654 - 0,05 TidakValid 
  Sumber : Data Hasil Pengolahan SPSS 22.0, 2016 
    
Berdasarkan Tabel 4.2 hasil Rhitung dari 3 pertanyaan variabel Sanksi Pajak (Y) 
semuanya lebih besar dari Rtabel dan dinyatakan valid kecuali pertanyaan   pada item 3 
menunjukkan Rhitung dan [Sig(2-tailed) ] tidak terdapat nilai atau kosong maka dari itu 
pada pertanyaan item 3 dinyatakan tidak valid dan harus dibuang. 
 
4.2.2 Uji Reabilitas 
Table 4.3 Hasil Uji Reliability Variable X 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
0,809 5 
                                                      Sumber : Data Hasil Pengolahan SPSS 22, 2016 
 
Table 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Variable Y 
         Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
0,540 2 
   Sumber : Data Hasil Pengolahan SPSS 22, 2016 
 
Dari hasil pengujian reliabilitas diatas menunjukkan bahwa nilai Cronbach,s 
Alpha variabel Persepsi Wajib Pajak atas Self assessment system (X) bernilai 0,809 
menunjukkan bahwa nilai alpha berada diatas 0,6 yang berarti semua pertanyaan alat 
ukur dalam variabel X  penelitian ini reliabel. Pada uji reliabilitas variabel Y nilai 
Cronbach,s Alpha bernilai 0,540 berada di bawah 0,6 yang bearti alat ukur yang 
digunakan dalam penelitian ini tidak reliabilitas. 
 
4.2.3 Uji Kelayakan Model Regresi 
   Tabel 4.5 Menilai kelayakan model regresi 
              Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square Df Sig. 
1 5,307 7 0,623 
     Sumber : Data Hasil Pengolahan SPSS 22, 2016 
 
Berdasarkan tabel 4.7 Hosmer and Lemeshow Test, menunjukan bahwa nilai 
Chi-square adalah 5,307 lebih besar dari 0,10. Lebih lanjut, tingkat signifikasi 0,623 
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dimana lebih besar dari pada 0,05. Menurut Ghozali (2013) menyatakan apabila nilai 
signifikansi lebih besar daripada 0,05 pada Hosmer and Lemeshow Test maka dapat 
dikatakan bahwa model adalah fit. Dengan kata lain, model penelitian ini dapat 
digunakan untuk menguji hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
kecocokan antara model regresi yang di prediksi dengan yang diolah..  
 
4.2.4 Menilai Uji Kelayakan Keseluruhan Model 
          Tabel 4.6 Menilai Keseluruhan Model  
Iteration Historya,b,c,d 
Iteration 
-2 Log 
likelihood 
Coefficients 
Constant Total_x1 
Step 1 1 50,972 -7,075 0,372 
2 30,109 -13,355 0,692 
3 21,417 -20,117 1,036 
4 18,326 -26,555 1,367 
5 17,576 -31,355 1,616 
6 17,501 -33,438 1,724 
7 17,500 -33,732 1,739 
8 17,500 -33,737 1,740 
9 17,500 -33,737 1,740 
a. Method: Enter ,b.Constant is included in the model. 
c. Initial -2 Log Likelihood: 91,177, d. Estimation      
terminated at iteration number 9 because parameter 
estimates changed by less than ,001. 
Sumber : Data Hasil Pengolahan SPSS 22, 2016 
 
 
 
Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa pada nilai -2 Log Likelihood sebesar 
91,177. Sedangkan nilai -2 log likehood pada saat block number 1 pada tabel iteration 
history adalah sebesar 17,500, dengan kata lain nilai-2log likehood dengan 
penambahan variabel-variabel mengalami penurunan dari pada -2 log likehood tanpa 
penambahan variabel-variabel ke dalam model.Dan juga apabila 2-LogLikehood 
mengalami penurunan maka menunjukkan model regresi semakin baik. Maka 
dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah sesuai dan 
menunjukan model yang dihipotesiskan fit dengan. 
 
                   Tabel 4.7 Menilai Keseluruhan Model 
Omnibus Tests of Model Coefficients 
 Chi-square Df Sig. 
Step 1 Step 73,677 1 0,000 
Block 73,677 1 0,000 
Model 73,677 1 0,000 
         Sumber : Data Hasil Pengolahan SPSS 22, 2016 
 
Uji Omnibus merupakan uji statistik yang yang menguji pengaruh dari variabel-
variabel yang ada pada model secara keseluruhan dibandingkan variabel-varibel diluar 
model. Dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai chi-square pada model dengan 
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variabel-variabel independen adalah 73,677 (91,177-17,500) dengan  signifikansi 
0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari α 0.05, menunjukan adanya pengaruh 
dari persepsi WPOP Usahawan atas self assessment system dalam sanksi pajak. 
 
 Tabel 4.8 Cox and Snell’s R Square dan Nagelkerke R Square  
model Summary 
Step -2 Log likelihood 
Cox & Snell R 
Square Nagelkerke R Square 
1 17,500a 0,521 0,872 
Sumber : Data Hasil Pengolahan SPSS 22, 2016 
 
Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa nilai dari cox & snell’s R 
square sebesar 0,521 dan nilai nagelkerke R2 sebesar 0,872 yang diperoleh dari tabel 
4.10 hal tersebut menunjukkan bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat 
dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 52,1% dan sisanya sebesar 
49,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 
 
4.2.5 Tabel Klasifikasi 
 
            Tabel 4.9 Tabel Klasifikasi 
                            Classification Tablea,b 
Observed 
Predicted 
Sanksi Pajak Percentage 
Correct 0 1 
Y 0 16 1 94,1 
1 1 82 98,8 
Overall Percentage   98,0 
               Sumber : Data Hasil Pengolahan SPSS 22, 2016 
Berdasarkan tabel 4.9 Tabel Klasifikasi diatas mengindikasikan bahwa model 
mampu digunakan untuk mengestimasi kebenaran kategori setiap kasus atas hipotesis. 
Tabel klasifikasi menghitung nilai estimasi yang benar dan salah. Pada kolom 
merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen antara mendapat sanksi pajak 
(1) dan tidak mendapatkan sanksi pajak (0). Total keakuratan model mencapai 
98,0% yang mana menunjukan bahwa model ini bagus karena lebih besar dari pada 
50% serta mampu memberikan gambaran hasil secara akurat mencapai 98,0%. 
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4.2.6 Analisis Regresi Logistik 
 
Tabel 4.10 Hasil Regresi Logistik 
Variables in the Equation 
 B S.E. Wald Df Sig. 
Step 1a Persepsi 
WPOP 
Usahawan  
1,740 0,489 12,660 1 0,000 
Constant -33,737 9,604 12,341 1 0,000 
    Sumber : Data Hasil Pengolahan SPSS 22, 2016 
Analisis linear logistik adalah regresi yang digunakan untuk menguji sejauh 
mana kemungkinan terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel 
independen. Model regresi logistik dapat dilihat dari nilai parameter dalam Variable 
in The Equation. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan tingkat 
signifikansi dengan tingkat kesalahan (α) = 5%. Berdasarkan pada tabel coefficients 
dari hasil pengolahan hasil SPSS maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai 
berikut :  
 
       𝐿𝑛
p
1−p
  = -33,737 + 1,740X+e 
       Dapat disimpulkan bahwa : 
  Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki 
tanda negatif, artinya semakin baik persepsi wajib pajak orang pribadi atas 
pelaksanaan self assessment system akan membuat sanksi pajak pada KPP Pratama 
Ilir Barat Palembang semakin rendah atau wajib pajak cendrung untuk tidak 
melakukan pelanggaran pajak sehingga tidak akan dikenai sankisi pajak. Demikian 
juga sebaliknya, semakin tidak baik persepsi wajib pajak orang pribadi atas 
pelaksanaan self assessment system akan membuat sanksi pajak pada KPP Pratama 
Ilir Barat Palembang semakin tinggi. Hipotesis diterima karena nilai  p  0,000 yang 
lebih kecil dari 0,05. 
 
5.KESIMPULAN 
 
5.1. Kesimpulan 
 
Berikut ini kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan diantaranya : 
1. Dari hasil analisis regresi logistik hipotesis menyebutkan bahwa persepsi wajib pajak 
orang pribadi usahawan atas pelaksanaan self assessment system berpengaruh terhadap 
sanksi pajak, dengan arah negatif . Artinya  semakin baik persepsi wajib pajak orang 
pribadi usahawan atas pelaksanaan self assessment system akan membuat sanksi pajak 
semakin rendah atau wajib pajak cenderung untuk tidak melakukan pelanggaran pajak 
sehingga tidak akan dikenai sanksi pajak. Hipotesis diterima karena niali p 0,000 yang 
lebih kecik daro 0,05. 
2. Nilai cox and snell’s R square dalam penelitian ini menunjukkan variabel independen 
yaitu persepsi wajib pajak orang pribadi usahawan dapat mempengaruhi sanksi pajak 
sebesar 52,1% sedangkan sisanya 47,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
dimasukkan dalam penelitian ini yang mungkin lebih besar pengaruhnya terhadap 
sanksi pajak. 
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5.2. SARAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat diberikan beberapa saran untuk 
peneliti sebelumnya : 
1. Bagi KPP Pratama Ilir Barat Palembang sebaiknya lebih memperbanyak sosialisasi 
mengenai pelaksanaan self assessment system dan sanksi denda kepada wajib pajak agara 
dapat memahami hal-hal tersebut.   
2. Bagi wajib pajak sebaiknya memiliki sikap sadar melaksanakan kewajibannya dengan 
membayar pajak tepat waktu,menghitung, mengisi SPT dengan baik dan benar serta 
memperluar pengetahuan tentang perpajakan. 
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek peneltian bukan hanya 
terbatas pada KPP Ilir Barat Palembang saja dan menambah variable, serta diharapkan 
dapat menambahkan data yang diuji sehingga diperoleh sampel dan hasil yang lebih 
akurat dan lebih maksimal.  
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